FEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TIKGKAT IT
MOJOKERTCOC

PERATURAN DAERALH KOTAMADYA DAERAE TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TLHUN 1984
TERTANG
TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA
DAFRAH TINGKAT ITI MOJOKERTO

DENGAN RABMAT TUHAN YANG Milln ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAE TINGEAT II MOJOKERTO

MENIMBANG ¢ Bahwa, untuk meningkatkan ketertiban, keamanan -
dan kelancaran lalu lintas serta nemberikan pe-
layanan kepada masyarakat yang memerlukan fasili
Cas angkutan kendaraan bermotor nmum guna weng -
angkat dan menurunkan muatan, baik orang mawpen
barang, maka dipandang perlu menetapkan ketentu—
an-ketentuan tentang Terrinal kerndaraan bermoter
urtaz dalam Kotamndya Daerabk Tingkat IT Mo jokerto
yang dituanpgkan dalan suatu Peraturan Dasrah.

MENGINGAT t 1, Undang-undang Nomeor 5 tahun 19?4'mmtang'Poko§
pokok FPemerintaham di Daerah ;

2s Undang-undang FHoror 17 tahum 1950 tentang Penm
bentulan Dasral Koto Kecil dalam Lingkungan -
Propinsi Jawa PTimur/Jawa Tengal/Jnwa Barat ;

3« Undang~undang Nomor 12 Drt,tahun 1957 tentang
Poraturan Umuam Retribusi Daerah

L, Undanpg-undang Nomor 3 tahun 196% tentang Lalu
Lintas darn Angkutan JFalan Rays

5e Peraturan Pemerintabh FNomor 47 +tahun 1982 -
tentang Perubahan Batns Wilayah Kotamadya Dae
rob Tinckat II Mojokerto '

6+ Peratur-m Mentceri Dalan Negeri Nomor 14 tahen
1974 tentang Bentuk Peratursn Daerab ;

7. Keputusan Beroama Menteri Perhubungan dan -

Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustns 1977

K, 26/HK,205/PHB/77 T inal
Norwor 501 TAHUN 1977 tontang CTm

dan Retribuasi Terminal angkutan penompang ;
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9.
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Keputusan Meviteri Dalam Negeri Nomor 272 talhn
1977 tentaig Petuniuk Pelcksanaan Surat Kee
putusan Bersama Menteri Perbubungan dan Mated

Dalam Neéegeri tentang Penungutan Reotribusi -
Terminal ;

Keputusan Monteri Dalam Nozeri Nomor 9Z4e551.
059 tentang Terminal dap Retribusi Terminal -
robil angkutsn penumpang unmem non wis/ (antar
Kota dan dnlam Keota)

Keputusen Menterl Dalan Fegeri Nomor 97h-551-
il tentang Perubahan Tarip Retribusi jembaton
Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Pe -
numpang dengan Mohlil Big

Kepatusan Dirckiur Jendral Pemerintakan Umum
dan Ctonomi Daerah Pepartomen Dalam Wegerd =~
Neooor 974-551-089 tentang Potunjuk Rlaksamaan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97
~551-059 tentang terminal dan retribusi terml
nal wmob»il snghkutan penumpang wmam nom bis ( -
antar Kota dan dalssm Kota)

Kerutusan Gubernur Kepalr DaerahTingkat I Jawa
Tinur Fomor : Hk, I /10% /77 tentang Pedoman
Peloksannan Tugas Dinas Pendapatan Daerah , -
Dinas Lalu Lintns dar Anpkutam Jalan Raya dan
Bank Pembrugunan Dreranb Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Timur scrita Kepals Daerah TinpgkatIl 4i
Jewa Tinur dalam rangka Pungutan Retribusi

Terminal ;

Keputusan Subcrnur Kepala Daerak Timgkat I Jawa

Tirar Nopor 201 tahun 1980 tentamg untuwk mew
lakpanakan Koputuman Menterxi Dalan Fegerid -

tangral 26 Agustus 1980 Nomor 974 - 551 - j4l .
tentang Pernbahas: Tarip Retribusei Jembatan -

Tirbang dan Eeotribusi Tornminal Angkntan Po -~

numpang denpgan mobil bds

Instruksi Gubermn Kepala DaerahTHngkat I Jawa

Timur Yoior 23 tahun 1980 tentamng Pelaksanaan

sistim Pembayaran Retribusi Terminal angkutan

penumpany umum non bis di Jawa Timur;

15, Instruksi




%

15. Instruksi Gubermur Kepala Daeranr Timgkat I
Jows Timur Nomor 40 tgue IGBC tentang R laksana
an Ferubahan Tarip dan Pelaksanaan Penukaran:
Kupon Tanda Pembayaran Retribusi(TPR) Terminal
Angkutan Penumpang Umum serta pembebanen ang kos
cetak Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terninal.

Denran persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DacrahKotamadya Dacrak
Tingkat ITI Mojokerto,

MEMUTUSEKALRN

MENETAPKAN + PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DLERLH TINGKAT IT MOJO-

KERTO TENTANG TERMINAL KENDARAADL BERMOTOR UMUM ~
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II MOJOKERTO,

B ADE I

KETENTUAS UMUK
Pasal 1

Talam Peraturan Paerah ini yang dimaksud -
denpan dstilah

ae Pemerintah Daerah, ialah Ponmerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mo jokerto ;

b, Kepala Daerah, inlakh Walikotamadya Kepnla Dac-

rah Tinrkat II Mojokerto |

¢e Dinas ITendapatan Daecrah, ialah Dinas Pemdopat-
an Paerah Kotanadye Daerah Tingkat I1 Mo Jjokerto

d. Terminal, talah suatu tempat yano dilwassi, di

kelola dan disediakan fasilitas olch Iemerintah
Daerah dar ditetapkan oleh Kepalo Daerall setcls

mendapat persetujuan Gubernur  Kenpnla Dgeren

Tingkat I JFowa Timur untuk tempat pombereuglnd

an dan pemborhentian kerdearasn boernotor IVEGIVEIH
muna mengangkut dan menurunien mmatan ballk -

orang; maupur borang donoooa memunut boayaran

c. Kendoraan bermotor wmun, inlah sctiap kpdsraal

yanp digerakkan oleh peralatan keknik yang ada

pada Fendaraan itu dan dipergunakan whtuk meng -

anckut orsmg mauptan baraym; éijalan dengan me=

ey




nmungut bayaran, selain darl pada kendaraan yamg berialan die
atas rel

fe Mobil penumpang uwnum, ialah sctiap kendaraan bermotor yang -
semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8{ delapan)
tempat duduk tidak termasuls tonpat duduk pengermudinys ™ baik
doenjjan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang a £ a u
bagesi ;

Cs Mobll bis wmum, ialah setiap kendaraan bermotor umum yang éi

verlenpkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tompat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengomudinya, halk dengan maopun tanpa
perlengkapan penganskutan barang ataw bagasi

ke Mobll penumpang umum antar kota, lalah mobil penumpang umunm
dimaksudkan pada huruf f pasal inl, yano :

1. Terminal pemberanpgkatan dan terminal pemberhentian berilnt

nya berada dalam Dacersh Tingkat II yang berlainan ;

2, Terminal pemberangkatan dan terminal pemberhentian berada
dalam satu Wilayab Daerah Tingkat IT denpgan jarak 15 Km
(lima belas kilo meter) atau Jebik 3

i. Bis unn lambat, ialah yang dinerkemmmkan berhenti pada se-
tiap terminal sesunai denpgan daftar perjalanan

Je TPR, 1alah Tanda Focmbayaran Retribusi Terminal baikmobil pe-

numpang umun paupun mobil bis umum.

BAB IT
PENGUASAAN, PENGKELOLAAN DAN FENYEDIAAN
FASILITAS TERMINAL

Fasal 2

{1} Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan termimal .
yang penguasaan, pengkeclolaan dan penyediaan fasilitasnya -
dilzkukan olch Kepala Daerah

(2) Untuk kelancaran penrskelolasn terminal dimaksud pada ayat -
(1) pasal inl, Kepala Dacrah menunjuk Dinas Pendapatan Dae-
rah sebagal pelaksana penmunpgutan retrivnsi dimcksud dalam

pasal 5 dan 8 Teraturan Daerak ini ;

(3) Tata cara ponrkelolaan Terminal dimaksud pada ayat (1) pasal
int ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah,

BAB ITI



BAD 111

EEWAJIBAN DAN LARANMGLH

Pasal 3

(1} Setdap mobil bis urmum dan mobil penuwpang umum sesuai demgan
trayek yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di-
waFibkan masuk dalam terminal ;

(2) Mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke teprnal
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, waJid menyerahkan kupon TTR
kepnda petugas terminal ;

(3) Terhadap mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang nasuk
ke terminal, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dipor-
kenenkan dilakukan pungutan apapun sclain dar! punputan -

retribusi terminal demgan kupon TFR ;

(4) Fenperndi mobil Bis umum dan mobil ponumpang umum yanp mast
ke terminal tidak menyerahkan kupon TTR dimaksud pafn ayat
(2) pasal ini dilarang meneruskan perjalanan mobilnya,

Pasal L
Pemi kectortiban, keamanan dan kelonecnran lalw Iintas di-
jalam umum setiap pengomudi mobil dis unur dan mobil penunmpang -
grm dilarans mencsari muntan, berhenti, nonurankan otaw menplicknn
penumpang disepanjang Jj=Llnn diluar terminal yang tidak disedia =
kan olek Pomerintalh Daerah.

BaAaB IV

RETRIBUSI

Pasal 5
Se.tiap mobil penumpanygs umur dan mobil bis umumyang mosul
terminal dikenalan retribusl amtuk sctiap kali rasok yong ditetap
karn sebagatl oriluwt o
as Untulr octing mobil pemmmpang unun antar kota nchooar Fre 100,00

(cersias ruplah)

b, Untuk setiap mobil bis umum lambat, sebesar he 150,00(seratun

lima puluh rupiah J.




Pasal 6

Mobil penumpang umum dan mobil bls umum yang diperguna -
kan untult pariwisata ataw sejerisnya tidak dikemakan wajib lapor
dan dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud galom
paca} 5 Pcraturan Dacrah ini.

Ta e ?
(1) Tungutan retribust Siaksmd o - ia. rua6al 5 Peratuoran Daerah -
ini, dilaksaraguy dere o 2toiln kupon TPR
(2} Tata cars penyetong ~voan dar penpadaan kupon TPR dimaksnd -

pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

memperhatikan Peratyran Perundangan yang berlakn,

Pasasl 8

Hasil punputan retribusi dimakswd dalem pasal 5 Peratur-
an Dacrah ini Qisetorkan kepada Kas Temerintah Daerah,

BARBR ¥
KETENTUAN PIDLNA

Pasal g

Pelanggaran atas ketentuaneketentuan dalam Feraturan Pae
rah ini diancam denpgan hukuman kurunpan selamas-lamanya & € enam)
bulan atan denda setinggi-tingginya, sebesar B 504000,00 {(lima=
puluh riba rupinh).

BABR VI

LaIN.LAIN DAN FENUTUD

Pasal 10

Haol-hal yanr belum diater dalsm Peraturan Daerabh ini se-
panjans menpenal pelaksanaannys akan dfatur lebih Janjut olch -

Kepala Daerah.

Pagal 1l

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daersah Kotamadya
Daerah Tingkat IT Mojokerto tentang Terminal Kendaraan ber-

motoy unum

(2} Peraturan Daerah ini mulsl berlaka pada tangeal diundangkan;




Apgar setiap oransg mengebabirinya memerintahkan perngundan’an

Peraturan Dacrah int dengan pencmpatan dalam Lembaran DaerahKotg

madya Dacrah Tinrkat II Mojokerto.

Hojokerto , 28  Scptenrer 1984

DEViAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAM  WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYS DABRAH TINGKAT II MO JQOQKRRTO
MO JORERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
eRa MOOH, SAMIQEDIN, B.il.

Wi, 510 0607 573

5. EFFENDI.

Disahkan dengan Keputusar Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 25 Mei 1985 Nomor 187/F tahun 1585.

A.n, GUBERNUR KEPALA DALERIH TINQKAT X
JAYL TIMUR
Agisten T Sckrotorts Wilawah/Tncrah
Cap. ttd.

Drs. SOLFRADITO
RIT, 010 030 249

Diundangkan @alam Lembaran Dacrah Kotamnadya Daerah Tinglat
IX Mojokurio tahum 198% Seri B pada tangral 8 Jull 1985 Horor 4/B.

Len. WALIKOTAMADYS KEFAL. DAERAH TINGKAT IX
Mo JowE2TO
Sekretaris ¥ot-nndya Dacrah
Com, LR,

Drs, SLAMEY HARTJADT
NIk, 010016425
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MEMORI PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAUR:IE TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUF 1984
TENTANG
TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA
DLERLH TINGKAT II MOJOKEL©O

DENJELASAN UMM

Berhubun ~ senckin ramainya lalw lintas kendaraan her -
motor umur dan sciakin memingkatnys pula kebutuhan masyarakat
torhadap fasilitas amghetan atas kendarasn terscbut, maka perlu
adanya hotentwan=ketentuan yang menpatur tentang terrinal keg
daraan bermotor umum dalam wilayah Kotamcdya Dacrah Tingkat II
Mo jokerto.,

¥al Ini dimakewdizan urtuk rondukons atpu scbasal sarana
agar usaha pemenuhar kebutuhan mosvarakoat dimsksud sudah ter
penubhi, terjamin dam terrclihars pula boik keamanam, ketertild
an dan kelancaram lale lintas sertn meningltatkan posasukan Pen
capatan Dacrah.

Dalam DPeraturan Daerah ini nonguasaar, penpgkelolaandan
venyedinan fasilftas terminal dilakukan oleh Kopala Daerabh =
yane uwntuk kelancaran ¢alam pelaksanaannys wepala Doerah mee-
nunjok Dinas Pendapatatr Daecralh untuk melakukannys.

Dipakainya sistim kupon TIR ini adals® banyak membantu

dalam usahka peningkatan yo..oosukan iendapntan Daerah.
Adapun tarip rotribusi trorin-al don sistim kepon TPR yang se-
ragam dengan Dacrah Tir kot Il yang lain alkon ncmudahlcan koor
dinasinya bapi k-ndarsan bermotor wmum yang routc porjelanan-
nya melebihl cari satu Daerah Tinpgkat IX.

CENJDLASAN PASAL D PASAL

Pasrl 1 ¢ Memwat kcteran.an dan intilah-istileah yang
dipakal dalam pasaleposal sclanjuinya.
Pasal 2 : Cukuy Jel:ose

Pasal 3 ayat (1) : Deri mcninghatken pelayanan ntas kcebutuhan
masyarakat yang moemerlukan anghkutan bis -
urirer dan mobil penumpan uman.

ayat (2} ¢ Dimaksudkan untuk meninskathkan kelancaran-
1alw lirtas, kcicitlben acministrasi dalam
ranpka intznsifikasi pem@eulian pondapaton-

Daerah.



~yat (3)

avat (4)

Pasal 5 sampol
denpgam 11

-

Selain pumgutan retribusi denpgan kupon TIR d4di
Terminal terhadap bis umum dan moblil penumpang
amum tidak ada pumgutan lainnyoe.

Apabila pengemudi telah dapat menyerahkan kupen
TiR kepada petugas torminal, maka yanp bersang
xutan boleh meneruskan perjolanan mobillnyn.

Untuk meningkatkan ketertiban, koamanan dan ke
inncaran lalu lintes scrta disiplin pengemudi,
maka tidak diperkenankan menganpgkut atau me ~
nurunkan penumpang atau barang di sembarang -~
tempat.

: Cukup Jjelas.

S



